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KREPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAY AAN, KEPEMUDAAN DAN OLAMBAGA
KABUFPATEN SEMARANCG

NOMOR 421.9/ 703 2 TAHUN 2018

TENTANG
IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USLA DINI (PAIL 1) BACG]
TPA NUR'AINI
RECAMATAN UNGARAN TIMUKM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG

bahwa memperhatikan surs Kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dimi (PAUD) dari
April 201K nomor

Menimbang a
TPA NUR'AINI Kecamatan | ngaran Timur Tanggal
014/Sek. Nur'aini/20 | 8 Permohonan Perpanjangan ljin Pendirian PALID

b bahwa dalam rangka pembinaan, lertib administrasi dan pengendalian pendinan serta
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaien Semarang, perlu
adanya ljin Pendirian bag Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas periu adanys Kepulusan yang ditetapkan
oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang

Mﬂ'ﬂ'ms.-l | Undlng-undnng Nomor 13 Tahun 1950 lentang Pembeniukan Dacrah-deerah F_.ahup-l,cn
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas-batas Wilayah

Kotapraja Salatiga Dan Dacrah Swatantrs Tingkst 11 Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor B, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-undang Nomeor 25 Tahun

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 206)
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
g i E

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301 );

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Persturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambshan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

6.

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8§
Tahun 2005 Tentang Penctapan Feraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang
Pemerintah Dacrah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548y
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional
8. Persturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Temtang Perluasan Kotamadya Daersh

Tingkat Il Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079,

9. Peraturan Pemerintsh Nomor 69 Tahun 1992 Tentang Perubmhan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Salatiga dan Kabupaten Doerah Tingkat I Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor |14, Tambahan |embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Temtang Kewenangan Pemerintah Dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daersh Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia

mmma‘rm £mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952 ),

11. l'-“ Pemerintah 38 tahun 1992 Tentang Tenaga

12,

2000 Tentang Program Pembangunan Nasional

=

Nomor 49 Tahun 200

Non Formal




13. Peraturan Menteri Pen Lidikan Nasional Republik Indonesia Nomor $8 Tahun 2009
lentang Pendidikan Anak Usia Dini

I4. Pernturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Republik Indonesia Nomor B4 Tahun
2014 l'entang Pendirian Satuan Pendidikan Anak | sia Dini;

13, Persturun Menteri Pendidikan Dan Kebudavaan Republik Indonesia Nomor
2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAI DY;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun

Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Dacrah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan ( Nonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 lentang

Bentuk Produk produk Hukum Daerny

I8 Keputusan Menter Dalam Negen dan Otonom) Daerah Nomor 3

17 Tahun

2001 Tentang

23 Tahun 200 Tentng

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Diacrah
19, Persturan Daerah Kabupaten Semarang No 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua
Atas Permturan Dacrah Kabupaten Semarang Nomor | § l'ahun 2008 Tentang Organisasi

Dan Tata Kena Dinas Dacrah Kabupaten Semarang

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA Memberikan [jin Pendinan Satuan Pendidikar Anak Usia Dani (PAUD) kepada
Nama Lembaga I'PA NUR'AINI
Program Pendidikin laman Penitipan A nak
Alamar DL Panjaitan No, 54 Keluraban Susukan
Kecamatan Ungaran Timur K ibupaten Semarang
"I.'I1}|‘.'|1.'rh';.'nr.| Hizky A nEgunantio, 57 .
KEDUA lugas dan tanggung jawab kegistan lembagn scbagaimana dimaksud diktum PI RTAMA
sebaga: berikui
I, Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak | i Dini sesuai dengan ijin yang diberikan
2. W ajib mentaati pernturan perundangan yang berlaku atau vang akan ditentukan ke mudian;
i ‘Aauh mengirimkan laporan berkala sesuni ketentuan menurut mi wlel yang ditentukan
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah Istilah yang dipergunakan oleh perguruan linggi
KETIGA : Pembenan ijin Pendirian akan dicabut apabila
I. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Lidak lagi menyelenggarakan kegistan pelayanan
Pendidikan Anak Usia Dini
2. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluas
i KR
1. Ditemukannya adanya kegiatan diluar proses kegiatan kependidikan
4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (duas) tahun berturut-t irut kepada
Kepala Dinas Pendidikan. Kebudaynan, Kepemudaan dan Nlahraga Kabupaten Semarang
KEEMPAT ! Keputusan ini juga berlaku sebagai ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini; -
KELIMA Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannva keputusan ini dibebankan pada Penye lengaars
KEENAM Aﬂb'h dikemudian han lerdapat kekeliruan dan atau Kekurangan dalam K putusan i maka

Keputusan akan ditinjau kembali:

KETUJUH ¢ Keputusan ini berlaku scjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ungaran
Pada |u1gg,1| 21 Mei 2018
KEPALA,
DINAS PENDIDIK KEBUDAYAAN.




